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Abstrak
 

Muslimin Indonesia (MI) adalah organisasi massa yang sudah mengalami penggabungan dan perubahan

bentuk, dari fungsi partai politik independen hingga menjadi salah satu unsur dalam Partai Persatuan

Pembangunan. Perubahan bentuk ini dilakukan karena adanya kebijakan politik dari Jenderal Soeharto pada

tahun 1971 yang menginginkan agar diadakan pengelompokkan partai politik berdasarkan persamaan

ideologi dan platform partai. Tujuan politik dari Orde Baru mengadakan pengelompokkan terutama terhadap

kelompok politik Islam adalah untuk memudahkan pengawasan dan mudah memecah dari dalam. Dalam

kondisi yang pro dan kontra terhadap ide fusi tersebut Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai

Nahdhatul Ulama, Partai Syarikat Islam Indonesia dan Partai Tarbiyah Islamiyah sepakat mendeklarasikan

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di tahun 1973.

 

Sejak tahun 1973-1994, kepemimpinan di PPP dikuasai oleh elite-elite politik dari unsur Muslimin

Indonesia.Di bawah pimpinan HMS Mintaredja kondisi partai dalam keadaan yang kompak walaupun

terjadi konflik internal partai tetapi berkat adanya kedudukan beberapa ulama kharismatik seperti KH Bisri

Syansuri berhasil diredam. Bagi seluruh anggota legislatif, Mintaredja memberikan kebebasan

mengeluarkan pendapatnya tanpa khawatir akan dipecat dari keanggotaan DPR maupun partai. Kejatuhan

Mintaredja di PPP karena ia telah tidak disukai lagi oleh Jenderal Soeharto terutama sejak keberaniannya

menuntut kepada Soeharto agar PPP diberikan kursi kementrian di kabinet.

 

Mulai tahun 1978, pimpinan di PPP diambil alih oleh Djaelani Naro secara kontroversial tanpa melalui suatu

forum Muktamar partai. Selama dipimpin oleh Djaelani Naro, keadaan PPP mulai diterpa oleh konflik

internal yang luar biasa konflik tersebut tidak hanya melibatkan antara elite politik MI versus NU, tetapi

juga antara elite politik ME versus MI. Djaelani Naro memiliki- kebijakan keras terhadap para anggota

legislatif yang menyimpang dari kebijakan Orde Baru. Sosok Naro lebih terkesan sebagai perpanjangan-

tangan kebijakan rezim Orde Baru di PPP. Keberanian Djaelani Naro untuk mencalonkan dirinya sebagai

salah seorang wakil presiden RI di tahun 1988 pada saat sidang umum MPR, telah mengakibatkan

kemarahan Soeharto terhadapnya.

 

Periode kepemimpinan Ismail Hasan Meutareum (1989-1994), mulai membenahi konflik internal partai

melalui kebijakan rekonsiliasi terhadap tokoh-tokoh PPP baik dari unsur NU, MI,SI, dan Pena. Ismail Hasan

melakukan kebijakan untuk mengurangi fanatisme berlebihan diantara empat unsur tersebut melalui bentuk

pengajian bersama dan pendidikan-pendidikan kader bersama.Yang diinginkan olehnya adalah fanatisme

terhadap PPP saja.
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